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Abstract: The sophistication of artificial intelligence whose benefits are felt by the
public, generally business actors, is the ability to produce a logo design that is closely
related to business as well as matters relating to the identity and distinguishing marks of
an organization, company, legal entity and so on. This type of research is normative legal
research, prescriptive in nature. The approaches used are statutory, conceptual and case
approaches. The data used is secondary data, which was collected using library study
data collection technigues, using document study tools. The data was then analyzed
qualitatively and conclusions drawn deductively. The results of the research concluded
that a business logo produced by artificial intelligence could be registered as an object of
trademark rights, because the object of trademark rights is not determined by the
creation process, but rather by the user who is registered for its use. It is recommended
that the government be more active in socializing the first to file principle, establishing
regulations for registration of artificial intelligence marks, and adding originality
provisions to the Trademark Law to prevent abuse of rights in technological
developments.
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Abstrak: Kecanggihan kecerdasan buatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat,
umumnya para pelaku usaha adalah kemampuan untuk menghasilkan sebuah desain logo
yang sangat erat kaitannya dengan bisnis serta hal-hal berkaitan dengan identitas maupun
tanda pembeda dari suatu organisasi, perusahaan, badan hukum dan sebagainya. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus.
Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik
pengumpulan data studi pustaka, dengan alat studi dokumen. Data kemudian dianalisis
secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan
bahwa logo bisnis yang dihasilkan kecerdasan buatan dapat saja didaftarkan sebagai
objek hak merek, sebab objek hak atas merek tidak ditentukan oleh proses pembuatan
nya, melainkan oleh pengguna yang didaftarkan atas penggunaan nya. Disarankan agar
pemerintah lebih aktif menyosialisasikan prinsip first to file, menetapkan regulasi
pendaftaran merek hasil kecerdasan buatan, serta menambahkan ketentuan orisinalitas
pada UU Merek untuk mencegah penyalahgunaan hak dalam perkembangan teknologi.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Kepemilikan Merek, Logo

PENDAHULUAN hanya negara maju, negara berkembang
juga telah memacu perkembangan

Globalisasi  kini telah menjadi teknologi informasi pada masyarakatnya
pendorong lahirnya era perkembangan masing-masing,  sehingga  teknologi
teknologi. Fenomena kecepatan mendapatkan kedudukan yang penting

perkembangan teknologi ini  telah bagi kemajuan sebuah bangsa.
merebak di seluruh belahan dunia. Bukan Keberadaan teknologi saat ini juga telah
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tidak hanya mempengaruhi sisi luar dari

kehidupan,  teknologi  juga  telah
mempengaruhi aspek terpenting dalam
kehidupan individu yaitu Sisi

intelektualitasnya, yang mengarahkan
manusia kepada perubahan pola pikir
yang lebih modern dengan berbagai
macam  kemajuan  teknologi  yang
menghadirkan dunia tanpa batas, ruang,
dan waktu yang dapat meningkatkan
produktivitas dan efisiensi.

Pesatnya perkembangan teknologi
tersebut juga memberikan perubahan di
berbagai bidang, baik ekonomi, sosial,
budaya, politik, hingga hukum sebagai
unsur-unsur penting dalam kerangka
kehidupan manusia. Terlebih di era
transformasi  digital, teknologi telah
membuat dunia seolah tampak tanpa batas
(borderless) dan mengharuskan hukum
harus bergerak maju sebagai alat pengatur
perilaku masyarakat.

Salah satu hasil dari kemajuan
teknologi yang paling mengemuka dalam
sepuluh tahun terakhir adalah kecerdasan
buatan atau artificial intelligence, yang
merupakan “suatu inovasi yang dirancang
membuat sistem komputer memiliki
kemampuan untuk meniru kemampuan
manusia. Kecerdasan buatan
memungkinkan komputer dapat belajar
dari pengalaman, mengidentifikasi pola,
mempelajari, dan menyelesaikan tugas-
tugas  kompleks  dengan  cepat.”
Kecerdasan buatan saat ini menjadi isu
hukum yang hangat diperbincangan oleh
para pakar-pakar hukum, karena teknologi
kecerdasan buatan mampu menciptakan
atau menghasilkan suatu obyek yang
dilindungi oleh hukum.

Kecerdasan ~ buatan ~ memiliki
kemampuan analisis data yang cepat dan
akurat, serta penerapan teknologi seperti
pembelajaran mesin (machine learning)
dan pemrosesan bahasa alami (natural
language processing), telah mengubah
sistem yang sebelumnya beroperasi.
Teknologi ini  memungkinkan proses
menjadi lebih efisien dan efektif, seperti
penelitian hukum, penyusunan kontrak,
bahkan di Amerika kecerdasan buatan
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digunakan oleh  profesional  untuk
menganalisis prediksi putusan pengadilan.

Kecanggihan kecerdasan buatan
yang manfaatnya dirasakan Masyarakat,
namun menghadirkan tantangan dan
peluang yang belum pernah terjadi
sebelumnya  bagi hak  kekayaan
intelektual. Persimpangan antara
kecerdasan buatan dan hak kekayaan
intelektual menimbulkan pertimbangan
hukum, etika, dan kebijakan yang
kompleks yang memerlukan tinjauan hati-
hati dan adaptasi terhadap kerangka
hukum yang ada. Selain itu, penggunaan
kecerdasan buatan dalam pembuatan dan
pengembangan logo merek menghadirkan
tantangan baru dalam  menentukan
kepemilikan dan orisinalitas dari suatu
logo merek vyang dihasilkan oleh
kecerdasan buatan.

Logo adalah “huruf atau lambang
yang mengandung makna, terdiri atas satu
kata atau lebih sebagai lambang atau
nama perusahaan dan sebagainya.”
Masyarakat modern saat ini telah
menyadari fungsi dan manfaat logo, dan
mengupayakan secara maksimal demi
membangun citra identitas yang Kkuat,
karena setiap logo vyang dirancang
pastinya memiliki makna yang dapat
mewakili entitasnya.

Logo apabila dipahami secara
awam, maka logo adalah sebuah Gambar
atau Seni Lukis. Namun, bila Kkita
memahami bahwa peran Logo sangat erat
kaitannya dengan bisnis serta hal-hal
berkaitan dengan identitas maupun tanda
pembeda  dari suatu organisasi,
perusahaan, badan hukum dan
sebagainya, maka Logo tersebut termasuk
suatu  kekayaan intelektual  yang
didaftarkan sebagai sebuah Merek.
Apabila dikaitkan dengan pengaturan
yang ada pada UU No. 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis
(UU Merek dan Indikasi Geografis), telah
disebutkan diantaranya pada Pasal 1
angka 1 yang menyebutkan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat
ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
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warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi

dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)
atau lebih  unsur tersebut untuk

membedakan barang dan atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum
dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa.”

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (3),
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis menyebutkan
bahwa :

“Merek yang dilindungi terdiri atas
tanda berupa gambar, logo, nama, Kata,
huruf, angka, susunan warna, dalam
bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga)
dimerisi, suara, hologram, atau kornbinasi
dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut
untuk membedakan barang dan atau jasa
yang diproduksi oleh orang atau badan
hukum dalam Kkegiatan perdagangan
barang dan/atau jasa.”

Kehadiran kecerdasan buatan yang
mampu membuat logo juga turut
menambah  perdebatan yang belum
terselesaikan. Kepemilikan hukum logo
yang dihasilkan kecerdasan buatan yang
didaftarkan ~ sebagai  merek  turut
menghadirkan kerumitan baru dalam
pengaturan tentang merek yang telah ada.
Sebab  Saidin  mengatakan  bahwa:
“Ketentuan Pasal 65 UU Hak Cipta yang
menyatakan bahwa: “Pencatatan Ciptaan
tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis
yang berupa logo atau tanda pembeda
yang digunakan sebagai merek dalam
perdagangan barang/jasa atau digunakan
sebagai lambang organisasi, badan usaha,
atau badan hukum.” Pasal tersebut akan
mengundang polemik karena hak cipta
memang dibedakan dengan hak merek.
Dapat saja produk hak cipta itu kemudian
digunakan sebagai merek. Pemegang hak
cipta memiliki hak tersendiri atas lukisan
berupa logo itu dan pemegang merek
memiliki hak merek tersendiri juga
sebagai tanda pembeda atas lukisan logo
yang digunakannya sebagai merek
tersebut. Dapat saja pemegang hak cipta
dan pemegang merek adalah subyek
hukum yang sama.”
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Negara Russia terdapat Studio
desain Artemy Lebedev menciptakan
sebuah jaringan saraf tiruan yang mampu
menjadi desainer logo. Kecerdasan buatan
ini dikembangkan oleh sekelompoak ahli
komputer yang bekerja secara terpisah di
beberapa negara. Kecerdasan buatan
tersebut dikenal bernama Nikolay lronov,
yang tercipta dari hasil algoritma
pengalaman-pengalaman para desainer
logo terkemuka Russia dalam mendesain
logo selama bertahun-tahun. Kecerdasan
buatan Nikolay Ironov secara efektif
mampu melakukan tugas komersial
sungguhan, bekerja sepanjang waktu,
tidak sakit, namun sambil terus
berevolusi, dan memecahkan masalah
kreatif dalam hitungan detik.

Secara  hukum, logo vyang
dihasilkan kecerdasan buatan kemudian
dapat saja digunakan sebagai merek dan
didaftarkan di Indonesia yang menganut
sistem  pendaftaran  merek  stelsel
konstitutif, dimana dalam sistem ini
pendaftar diharuskan untuk mendaftar
agar suatu merek bisa mendapatkan
perlindungan. Sistem ini dikenal juga
dengan sistem First to File. Sistem ini
bahwa orang vyang pertama kali
mendaftarkan merek dan beritikad baik
maka dialah yang berhak atas merek
tersebut. Hal tersebut memungkinkan
logo merek yang dihasilkan kecerdasan
buatan melekat pada diri pemegang hak

atas merek, padahal faktanya logo
tersebut merupakan hasil dari kecerdasan
buatan yang juga perlu mendapat

perlindungan hukum. Namun demikian,
di balik berbagai keuntungan tersebut,

hadirnya kecerdasan buatan dalam
ekosistem merek menimbulkan
kekhawatiran terhadap masa depan

konsep perlindungan merek itu sendiri.
Patut disadari bahwa saat ini
manusia bukanlah satu-satunya sumber
yang dapat menghasilkan sebuah karya
kreatif. Walaupun kecerdasan buatan kini
banyak memberikan perubahan positif
bagi manusia, akan tetapi kemajuan pesat
teknologi juga menimbulkan berbagai
tantangan baru seperti menimbulkan
ketidakpastian hukum. Ketidakpastian
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hukum tersebut diantaranya tampak ketika
kecerdasan buatan telah menggeser
paradigma hubungan manusia dengan
ilmu pengetahuan dan seni dalam
menciptakan karyanya secara mandiri. Di
saat yang  bersamaan, kehadiran
kecerdasan buatan tidak diiringi dengan
kepastian hukum vyang jelas sehingga
hasil yang berasal dari kecerdasan buatan
berpotensi menimbulkan ketidakjelasan
dalam pengaturan merek.

METODE

Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normatif,
bersifat preskriptif. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan pendekatan
kasus. Data yang digunakan adalah data
sekunder, yang dikumpulkan dengan
teknik pengumpulan data studi pustaka,
dengan alat studi dokumen. Data
kemudian dianalisis secara kualitatif dan
penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kepemilikan hak atas merek
berdasarkan Undang-Undang No. 20
Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis.

Sejarah pengaturan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) di Indonesia memiliki
perjalanan yang unik dan tidak muncul
secara tiba-tiba. Hukum ini berkembang
seiring dengan kemajuan peradaban
manusia. Di Indonesia, hukum HKI
bukanlah sesuatu yang asli atau berasal
dari budaya lokal, melainkan merupakan
warisan dari hukum Kolonial Belanda.
Pemerintah Hindia Belanda adalah pihak
pertama yang memperkenalkan hukum
terkait HKI di Indonesia. Dampak dari
hubungan historis ini sangat signifikan,
mempengaruhi sistem perundang-
undangan dan peradilan Indonesia hingga
ke inti substansinya. Materi hukum
peninggalan Belanda tidak mudah
digantikan oleh peraturan baru pasca
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kemerdekaan  Indonesia.  Hal ini
menunjukkan betapa dalamnya pengaruh
hukum kolonial dalam sistem hukum
Indonesia.

Undang-undang saat ini Yyang
mengatur perlindungan merek dagang dan
merek jasa juga mencakup perlindungan
terhadap indikasi geografis, yaitu tanda
yang menunjukkan daerah asal suatu
barang  karena  faktor lingkungan
geografis, termasuk faktor alam atau
faktor manusia atau kombinasi dari kedua
faktor tersebut, memberikan ciri dan
kualitas tertentu pada barang yang
dihasilkan.

Merek memiliki peran yang sangat
penting dalam perdagangan. Melalui
merek, kita dapat mengidentifikasi asal
usul, kualitas, dan jaminan keaslian suatu
produk. Sering kali, inilah yang membuat
harga sebuah produk menjadi sangat
tinggi, bukan karena produk itu sendiri,
tetapi karena nilai mereknya. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
menyebutkan bahwa merek yaitu tanda
yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik,
produsen, dan sebagainya) pada barang-
barang yang dihasilkan sebagai tanda
pengenal; cap (tanda) yang menjadi
pengenal untuk menyatakan nama dan
sebagainya.

Agung Indriyanto dan Mela
mengatakan bahwa “merek kolektif
menekankan pada keanggotaan suatu
asosiasi atau perkumpulan sebagai pihak
yang berhak  menggunakan  merek
tersebut. Asosiasi atau perkumpulan
tersebut menentukan seperangkat kriteria
penggunaan merek oleh anggotanya
seperti ciri umum atau kualitas barang
atau jasa.”

Perlu diketahui bahwa merek
kolektif tertera dipakai oleh komunitas
merek kolektif diartikan serta tidak bisa di
lisensikan pada pihak lain  sebab
kepemilikannya bertabiat kolektif, alhasil
apabila terdapat pihak lain yang hendak
memakai merek itu, maka tidak butuh
mendapat lisensi dari pemilik, merek
kolektif, hanya cukup menggabungkan
diri. Kepemilikan merek kolektif dimiliki
secara kolektif oleh anggota komunitas
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atau grup yang terlibat dalam merek
tersebut. Hal ini membuat merek kolektif
tidak bisa dijual atau dilisensikan kepada
pihak lain secara individual. Sebaliknya,
jika pihak lain ingin menggunakan merek
kolektif tersebut, mereka harus menjadi
bagian dari komunitas atau grup tersebut
dan mengikuti ketentuan yang berlaku
dalam  penggunaan merek  Kkolektif
tersebut.

Merek juga berperan
mendorong pertumbuhan industri
perdagangan yang sehat serta
menguntungkan semua pihak.
Commercial Advisory Foundation in
Indonesia (CAFI) mengakui bahwa merek
dagang memiliki peranan penting dalam

dalam
dan

ekonomi Indonesia, terutama terkait
dengan perkembangan industri dan
investasi. Merek memberikan jaminan

nilai dan kualitas barang dan jasa yang
terkait, bukan hanya untuk produsen atau
pemilik merek, tetapi juga sebagai
perlindungan dan kepastian mutu bagi
konsumen.

Konsep  harta  kekayaan di
Indonesia diatur di dalam KUHPerdata
yang meliputi benda (zaak) dan hubungan
hukum untuk memperoleh benda tersebut
dalam bentuk perikatan (verbintenis).
Pasal 499 KUHPerdata menjelaskan
bahwa benda adalah meliputi barang
(good) dan hak (recht). Menurut paham
undang-undang yang dinamakan
kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-
tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak
milik.

Pemberian perlindungan ini
mencerminkan kewajiban negara dalam
menegakkan hukum merek. Oleh karena
itu, jika terjadi pelanggaran terhadap
merek yang terdaftar, pemilik merek
berhak  mengajukan  gugatan ke
pengadilan yang berwenang.
Perlindungan hukum ini bertujuan untuk

mewujudkan keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan yang merupakan tujuan
utama hukum. Dengan adanya

perlindungan tersebut, hak-hak pemilik
merek yang sah dapat terjamin dan
terlindungi, sehingga keadilan bagi
masyarakat pun dapat diwujudkan.
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Perlindungan merek melalui sistem
pendaftaran bertujuan untuk melindungi
berbagai kepentingan, termasuk
kepentingan pengusaha pemilik merek,
konsumen, dan masyarakat secara umum,
melalui pencegahan serta penanggulangan
terhadap segala bentuk persaingan yang
tidak sehat. Sistem ini juga bertujuan
untuk mewujudkan keadilan, ketertiban,
dan kepastian hukum. Oleh karena itu,
apabila pendaftaran merek bertentangan

dengan tujuan-tujuan tersebut, perlu
diambil langkah-langkah pencegahan.
Dalam  kerangka  hukum  positif,

pengaturan melalui sistem pendaftaran
konstitutif, sebagaimana diatur dalam
undang-undang, mampu memberikan
kepastian hukum dengan menetapkan hak
berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Di dalam praktiknya, pemilik
merek yang telah terdaftar diharapkan
memperoleh kepastian hukum dalam hal
perlindungan atas hak-haknya.
Berdasarkan uraian diatas, maka
konsep kepemilikan hak atas merek
berdasarkan UU Merek menganut sistem
konstitutif ~ (first to file) dimana
kepemilikan hak atas merek diakui hanya
setelah pendaftaran resmi, memberikan
perlindungan yang jelas bagi pemilik
merek terdaftar sebagaimana tercermin
dalam Pasal 3 UU Merek. Hal ini lebih
mengedepankan kepastian hukum dalam
perlindungan hak bagi pemilik merek
terdaftar, sehingga pemilik merek yang
terdaftar memiliki jaminan hukum yang
kuat untuk melindungi kepemilikan hak
atas merek nya dari pelanggaran,
sekaligus menciptakan suasana yang lebih
kondusif bagi pertumbuhan bisnis.

Pendaftaran Logo Bisnis  Yang
Dihasilkan Kecerdasan Buatan Sebagai
Objek Hak Merek

Menurut John McCarthy dikutip
dalam Sriwanti Belani, John
mengemukakan bahwa Al merupakan
“Suatu  ilmu dan teknik  dalam

menciptakan mesin yang bersifat cerdas,
terutama dalam menciptakan program
atau aplikasi komputer cerdas. Al adalah
suatu  langkah  untuk  menciptakan



Journal of Science and Social Research
Feb 2025, VIII (1): 650 — 659

ISSN 2615 — 4307 (Print)
ISSN 2615 — 3262 (Online)

Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

komputer, robot, atau aplikasi atau
program yang bekerja secara cerdas,
layaknya seperti manusia.”

Pada era 1950-an, teknologi
komputer digital telah hadir di dunia.
Alan Turing memperkenalkan Turing
Test, di mana ia menyatakan bahwa jika
sebuah mesin dapat membingungkan
orang untuk menganggap bahwa mesin

tersebut juga manusia, maka mesin
tersebut telah Dberhasil melewati uji
kecerdasan. Salah satu cara untuk

memahami Turing Test adalah dengan
berkomunikasi dengan agen lain melalui
keyboard. Pertanyaan diajukan oleh agen
menggunakan teks tertulis, dan jawaban
diberikan melalui terminal. Tes ini
memberikan cara untuk menilai apakah
kecerdasan buatan telah tercapai.
Penerapan metode deep learning
dalam Al telah memungkinkan komputer
untuk mengenali pola yang kompleks
dalam data, bahkan dalam data yang
sangat besar. Hal ini telah mendukung
perkembangan aplikasi yang cerdas dalam
bidang pengenalan wajah, pengenalan
suara, dan pemrosesan bahasa alami.
Contohnya adalah asisten virtual seperti
Siri, Google Assistant, Chatgpt voice dan
lainnya yang semakin pintar dalam
merespons perintah suara pengguna.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya
bahwa pengaturan Merek diatur dalam
UU No0.20/2016 tentang Merek dan
Indikasi  Geografis,  peraturan ini
memberikan perlindungan terkait Merek
dan Indikasi Geografis. Merek merupakan
bagian dari hukum hak kekayaan
intelektual. Pengaturan hak kekayaan
intelektual dalam penggunaan kecerdasan
buatan saat ini di Indonesia apabila dilihat
dari didasarkan pada pedoman standar
yang diatur dalam Surat Edaran Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor 9
Tahun 2023 Tentang Etika kecerdasan
Artifisial tersebut. pada nomor 6 isi
edaran bagian b nomor 9 mengatakan
bahwa “penyelenggaraan Kecerdasan
Artifisial tunduk pada prinsip
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
sesuai ketentuan peraturan peraturan
perundang-undangan.”
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Undang-Undang No. 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis merupakan hukum utama yang
mengatur  perlindungan  merek  di
Indonesia. Undang-undang ini bertujuan
untuk melindungi hak eksklusif merek
dan memastikan bahwa para pemilik
merek dapat melindungi identitas dan
reputasi produk atau layanan mereka dari
penggunaan merek yang tidak sah atau
bertentangan dengan undang-undang.
Dalam konteks perkembangan teknologi
kecerdasan buatan, pengaturan merek ini
memiliki pengaruh yang signifikan dalam
kaitannya dengan hak merek sebagai
kekayaan intelektual.

Penggunaan teknologi kecerdasan
buatan dalam menciptakan logo bisnis
semakin memperumit dinamika
pengaturan merek. Seiring berjalannya
waktu, kecerdasan buatan  menjadi
semakin mahir dalam menghasilkan logo
yang dapat bersaing dengan karya yang
diciptakan oleh manusia. Hal ini
menimbulkan ~ ambiguitas  mengenai
merek yang dibuat oleh kecerdasan
buatan apakah dapat memperoleh
perlindungan hukum. Meskipun teknologi
telah maju pesat, pengaturan merek di
Indonesia belum sepenuhnya mengikuti
perkembangan ini. Ini  menciptakan
tantangan dalam menentukan siapa yang
berhak atas perlindungan merek untuk
logo yang dihasilkan oleh kecerdasan
buatan.

Pendaftaran merek di Indonesia
yang menganut sistem konstitutif, dimana
dalam sistem ini pendaftar diharuskan
untuk mendaftar agar suatu merek bisa
mendapatkan pelindungan. Sistem ini
dikenal juga dengan sistem First to File.
Sistem ini bahwa orang yang pertama kali
mendaftarkan merek maka dialah yang
berhak atas merek tersebut. Walaupun
Indonesia menganut pendaftaran merek
dengan sistem konstitutif, pelindungan
merek yang belum terdaftar di Indonesia
tetap akan mendapatkan pelindungan,
karena Indonesia sudah meratifikasi
Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS.

Peran kecerdasan buatan dalam
konteks yang dibahas saat ini adalah
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untuk mengurangi keterlibatan langsung
pengguna. Pengguna sistem kecerdasan
buatan hanya perlu melakukan beberapa
tugas sederhana seperti menekan tombol,
melatih algoritma, dan menyediakan data
masukan. Sementara peran manusia
dalam konteks ini bersifat mendukung,
sistem  kecerdasan buatan-lah  yang
memiliki peran utama dan bertindak
secara independen dalam menghasilkan
suatu ciptaan, misalnya dalam konteks ini
adalah logo bisnis. Dengan kata lain,
ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan
buatan tidak dapat diprediksi oleh
manusia karena prosesnya sepenuhnya
bergantung pada sistem itu sendiri, bukan
pada individu yang mengoperasikannya.
Dalam konteks kecerdasan buatan
sebagai pembuat merek logo, teknologi
tersebut memiliki kemampuan untuk
menghasilkan desain melalui algoritma
yang  kompleks.  Proses  tersebut
melibatkan analisis data dan penerapan
aturan desain tertentu yang telah
diprogramkan ke dalam sistem kecerdasan
buatan. Meskipun hasil akhir mungkin
terlihat seperti karya manusia, ada
beberapa perbedaan penting dalam cara
logo tersebut dihasilkan oleh kecerdasan
buatan, seperti misalnya, kecerdasan
buatan dapat bekerja secara sendiri,
menciptakan logo tanpa campur tangan
manusia langsung dalam proses kreatif,
hal ini juga menimbulkan perdebatan
tentang siapa yang dianggap sebagai
“pencipta” merek logo tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,
dapat disimpulkan bahwa logo bisnis has
yang dihasilkan kecerdasan buatan dapat
didaftarkan sebagai objek hak merek,

sebab objek hak atas merek tidak
ditentukan oleh  proses penciptaan,
melainkan ~ oleh  pengguna  yang
didaftarkan atas penggunaan  nya.

Meskipun logo dibuat oleh kecerdasan
buatan tanpa campur tangan langsung
manusia, prinsip hak merek tetap berlaku
sepanjang logo bisnis yang dibuat oleh
kecerdasan buatan terdapat perbedaan
dengan logo lain yang ada sebelumnya
serta memenuhi Kkriteria pendaftaran yang
telah ditetapkan, hal ini mencerminkan

656

kepastian hukum dalam menetapkan
bahwa asal-usul dan keunikan suatu logo,
baik diciptakan oleh manusia maupun
kecerdasan buatan, dapat diakui dan
dilindungi sebagai hak eksklusif dalam
pengaturan merek di Indonesia.

Kepemilikan Hukum Logo Bisnis Yang
Dihasilkan Kecerdasan Buatan Yang
Didaftarkan  Sebagai Merek Di
Indonesia

Dunia merek dagang (trademark)
turut merasakan dampak dari beragam
potensi yang ditawarkan oleh kecerdasan
buatan. Penggunaan kecerdasan buatan
dalam lingkungan kerja secara umum
telah terbukti meningkatkan produktivitas
sekaligus mempercepat dan memperluas
hasil kerja. Dalam konteks merek dagang,
kecerdasan buatan telah digunakan untuk
melaksanakan tugas seperti pencarian
pembersihan merek dagang (trademark
clearance search), yang tidak hanya
menghemat waktu tetapi juga
memungkinkan analisis data merek
dagang yang jauh lebih besar. Namun
demikian, di balik berbagai keuntungan
tersebut, hadirnya kecerdasan buatan
dalam ekosistem merek menimbulkan
kekhawatiran terhadap masa depan
konsep perlindungan merek itu sendiri.

Algoritma kecerdasan buatan telah
membuat kemajuan signifikan dalam
praktik hukum merek dagang.
Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam
bab sebelumnya ini, daya tarik teknologi
ini terletak pada kemampuannya untuk
mengikuti arus deras aplikasi merek
dagang dan terus bertambahnya jumlah
merek dagang terdaftar secara global.

Secara esensial, alasan mengapa
teknologi kecerdasan buatan
kemungkinan mempengaruhi fungsi hak
atas merek adalah karena kecerdasan
buatan mampu menghasilkan elemen-
elemen merek seperti nama, logo, dan
desain secara otomatis, yang menantang
konsep penciptaan oleh manusia. Selain
itu, kecerdasan buatan dapat digunakan
untuk meniru merek yang sudah ada
dengan sangat akurat, meningkatkan
potensi pelanggaran hak merek. Di sisi
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lain, kecerdasan buatan juga dapat
mempercepat deteksi pelanggaran merek,
membantu penegakan hukum.

Kemajuan teknologi kecerdasan
buatan kini telah menjadi bagian integral
dari berbagai aspek kehidupan, termasuk
seni dan kreativitas. Kecerdasan buatan
yang mampu menghasilkan karya seni,
musik, logo, tulisan, dan inovasi lainnya
menimbulkan pertanyaan tentang hak
cipta dan kepemilikan.

Perkembangan teknologi
kecerdasan buatan telah memicu diskusi
tentang kepemilikan hukum terhadap
karya yang dihasilkan oleh sistem
kecerdasan buatan. Salah satu aspek yang
menarik perhatian adalah logo bisnis,
yang bukan hanya berfungsi sebagai
identitas visual perusahaan tetapi juga
memiliki nilai ekonomi, nilai budaya, dan
nilai hukum yang penting di era bisnis
global saat ini. Di Indonesia, regulasi
yang berlaku tampak belum sepenuhnya
menyelaraskan  perlindungan  hukum
terhadap logo bisnis yang dihasilkan oleh
kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan
perdebatan pula dalam menentukan
kepemilikan terkait dengan penggunaan
dan pendaftaran logo bisnis yang
dihasilkan kecerdasan buatan sebagai
merek dagang ataupun jasa.

Kekayaan Intelektual merupakan
hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada individu, kelompok, atau badan
hukum untuk menguasai, menggunakan,
dan memperoleh manfaat ekonomi dari
hasil karya yang dihasilkan. Secara
praktis, Kekayaan Intelektual adalah hak
milik yang timbul dari proses pemikiran
kreatif, yang memberikan manfaat
ekonomi yang signifikan kepada banyak
orang.

Konsep hak kekayaan intelektual
juga memandang bahwa kegunaan
diwujudkan dalam berbagai nanfaat atas
kepemilikan atas suatu hak milik
intelektual yang bermanfaat bagi rnanusia
dalam kehidupan bermasyarakat.
Contohnya, hak merek yang bermanfaat
untuk membedakan anara barang dan atau
iasa seienis, sehingga sangat membantu

657

pengusaha dalam memproduksi dan
memasarkan merek barang dan atau jasa.

Sistem pendaftaran merek dalam
pengaturan merek di Indonesia adalah
menggunakan prinsip "first to file".
Artinya, hak kepemilikan atas merek
didapatkan oleh pihak yang pertama kali
mendaftarkan merek tersebut, bukan
berdasarkan siapa yang menciptakannya
atau menggunakan secara pertama Kkali.
Artinya bahwa meskipun kecerdasan
buatan merupakan alat yang digunakan
oleh manusia untuk menciptakan merek
logo, maka pemilik yang mengendalikan
proses kreatif tersebut umumnya dianggap
sebagai pemilik hak. Ini sesuai dengan
prinsip "first to file", di mana orang atau
perusahaan yang pertama kali
mendaftarkan merek dianggap memiliki
hak eksklusif atas merek tersebut.

Berdasarkan  penjelasan  diatas,
maka kepemilikan hukum terhadap logo
bisnis yang dihasilkan oleh kecerdasan
buatan yang didaftarkan sebagai merek di
Indonesia didapatkan oleh pihak yang
pertama Kkali mendaftarkan logo bisnis
tersebut menjadi merek terdaftar. Sebab,
hak kepemilikan atas merek diberikan
oleh UU Merek bukan berdasarkan siapa
yang menciptakannya atau siapa yang
menggunakan secara pertama kali, tetapi
siapa yang mendaftar pertama kali sesuai
dengan prinsip “first to file”, serta tidak
melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 UU
Merek. Sehingga orang atau badan hukum
yang pertama kali mendaftarkan merek
dianggap memiliki hak eksklusif atas
merek tersebut dan mendapat
perlindungan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dijabarkan sebelumnya, maka
terdapat kesimpulan dalam penelitian ini
sebagai berikut:

1. Konsep kepemilikan hak atas merek
berdasarkan UU Merek menganut
sistem konstitutif (first to file) dimana
kepemilikan hak atas merek diakui
hanya setelah pendaftaran resmi
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dengan memberikan perlindungan
bagi  pemilik  merek terdaftar
sebagaimana tercermin dalam Pasal 3
UU  Merek. Hal ini lebih
mengedepankan kepastian hukum
dalam perlindungan hak bagi pemilik
hak atas merek terdaftar, sehingga
pemilik  merek yang terdaftar
memiliki jaminan hukum yang kuat
untuk melindungi kepemilikan hak
merek nya dari pelanggaran.

Logo bisnis yang  dihasilkan
kecerdasan  buatan dapat saja
didaftarkan sebagai objek hak merek,
sebab objek hak atas merek tidak
ditentukan oleh proses pembuatan
nya, melainkan oleh pengguna yang
didaftarkan atas penggunaan nya.
Meskipun logo dihasilkan oleh
kecerdasan buatan tanpa campur
tangan langsung manusia, prinsip hak
merek tetap berlaku sepanjang logo
bisnis yang dibuat oleh kecerdasan
buatan terdapat perbedaan dengan
logo lain yang ada sebelumnya serta
memenuhi kriteria pendaftaran merek
yang telah ditetapkan.

Kepemilikan hukum terhadap logo
bisnis  yang  dihasilkan  oleh
kecerdasan buatan yang didaftarkan
sebagai  merek  di Indonesia
didapatkan oleh pihak yang pertama
kali mendaftarkan logo bisnis tersebut
menjadi merek terdaftar. Sebab, hak
kepemilikan atas merek diberikan
oleh UU Merek bukan berdasarkan
siapa yang membuatnya atau siapa
yang menggunakan pertama Kali,
tetapi siapa yang mendaftar pertama
kali sesuai dengan prinsip first to file,
dan sepanjang tidak melanggar Pasal
20 dan Pasal 21 UU Merek. Sehingga
orang atau badan hukum yang
pertama kali mendaftarkan merek
sekalipun yang dihasilkan kecerdasan
buatan tetap dianggap memiliki hak
eksklusif atas merek tersebut dan
mendapat perlindungan hukum.
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